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Pemkot Identifikasi 33 Daycare Belum Berizin

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta
telah melakukan identifikasi dengan menemukan sebanyak
33 daycare atau tempat penitipan anak di daerahnya yang
belum mempunyai izin dari organisasi perangkat daerah

(OPD) terkait.

Wali Kota Yogyakarta Hasto
Wardoyo mengatakan, menindaklan-
juti adanya kekerasan dan penelan-
taran anak di Daycare Little Aresha,
Sorosutan, Umbulharjo, Pemkot telah
melakukan razia seluruh tempat peni-
tipan anak di Yogyakarta. “Dua hari
ini kami sudah mulai razia tempat
penitipan anak, dan sampai saat ini
sudah kita dapatkan ada 37 daycare-
daycare yang berizin dan juga ada 33
daycare lainnya yang belum berizin,”
katanya di Yogyakarta, Selasa (28/4).

Menurut Hasto, terhadap daycare
yang belum berizin tersebut yang
nantinya akan dilakukan audit terus
menerus, karena tidak menutup ke-
mungkinan data daycare akan terus
bertambah. “Dan tentu ini sebagai
satu pembelajaran bersama lintas sek-
tor kita untuk kemudian bagaimana
regulasi ke depan harus lebih baik la-
gi,” ujarnya.

Wali Kota mengatakan, identifikasi
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daycare termasuk memastikan periz-
inan tempat penitipan anak tersebut
menjadi langkah pemkot yang sangat
darurat akut, hal itu guna menyedia-
kan lembaga yang amanah dan terper-
caya bagi masyarakat. “Nah kita
sadari betul bahwa anak-anak yang
menjadi korban ini bagaimana dititip-
kan ke tempat penitipan anak atau
daycare yang lain. Ini menjadi sesuatu
yang sangat emergency, karena orang
tua, dua-duanya pada punya peker-
Jjaan,” ujarnya.

Menurutnya, dari hasil identifikasi
terhadap daycare tersebut setidaknya
sebanyak 15 daycare atau tempat pen-
itipan anak lainnya yang ada di seki-
tar Yogyakarta dan bisa menampung
hingga berjumlah 78 anak. “Dan kami
memutuskan untuk pembiayaan sam-
pai akhir semester ini kami dari peme-
rintah kota bisa menanggung hal
tersebut, termasuk untuk mem-
berikan pendampingan, dan pembi-

ayaan kepada korban,” yjarnya.
Dia mengatakan, hal tersebut men-
jadi penekanan Pemkot, karena anak-

anak yang menjadi korban ini secara

akut memang membutuhkan pen-
dampingan secara psikologis, terma-
suk melakukan penilaian terhadap
gangguan tumbuh kembang anak.

Hal tersebut, lanjut Wali Kota, kare-
na berdasarkan hasil audiensi pemkot,
dengan keluarga korban, banyak sekali
yang dilaporkan tentang gangguan-
gangguan tumbuh kembang anak, ter-
masuk stunting dan sebagainya.
“Sehingga selain masalah psikis, kami
harus juga melakukan pemeriksaan se-
cara fisik, sehingga gangguan fisik yang
ada juga harus kami tangani bersama
dokter anak dan dokter dokter ahli
tumbuh kembang anak,” katanya.

Komisi  Perlindungan  Anak
Indonesia (KPAI) RI menyebut bahwa
kasus kekerasan dan penelantaran
terhadap anak di salah satu daycare di
Kota Yogyakarta merupakan kasus
daycare bermasalah terbesar yang di-
tangani lembaganya dalam tiga tahun
terakhir. “Kami mendata ini adalah
pengaduan yang kelima untuk kasus
daycare bermasalah sejak tiga tahun
terakhir di seluruh Indonesia. Dan ini

termasuk kasus yang luar biasa yang
ditangani Polresta Yogyakarta,” kata
Komisioner KPAI Diyah Puspitarini,
saat konferensi pers di Polresta
Yogyakarta, Senin (27/4).

Menurutnya, kasus kekerasan dan
penelantaran anak di Daycare Little
Aresha Yogyakarta menjadi aduan
yang kelima selama tiga tahun, menja-
di kasus yang besar karena jumlah
korban dan 13 orang yang sudah dite-
tapkan sebagai tersangka oleh aparat
kepolisian. “Dan kami apresiasi KPAI
Yogyakarta, juga Pemda DIY serta se-
mua pihak dan Wali Kota Yogyakarta,
karena dari kasus yang KPAI tangani,
jumlah korban ini yang paling banyak
di seluruh Indonesia,” katanya.

Dia mengatakan, kasus daycare
bermasalah sebelumnya ada di Depok
Jawa Barat, kemudian daycare di
Pekanbaru Riau, setelah itu daycare
bermasalah di Tebet Jakarta Timur,
dan daycare bermasalah di Jakarta
Selatan, serta daycare di Yogyakarta
ini merupakan yang kelima. “KPAI
berharap bahwa sesuai undang un-
dang perlindungan anak, pertama pro-
ses hukum harus cepat, kedua anak
anak harus mendapat perlindungan,”
katanya. (*)d
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